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SIMPULAN

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan no. 1575/pid.sus/2021/pn.sby
hakim memberikan putusan berupa pidana bersyarat/pidana percobaan, dalam
sistem pemidanaan di Indonesia dapat dilaksanakan dimana Hakim dapat
menetapkan suatu syarat umum yaitu bahwa terhukum selama masa
percobaan yang ditentukan tidak akan melakukan suatu perbuatan pidana, dan
syarat khusus yaitu ditujukan khusus terhadap kelakuan terhukum. Pidana
bersyarat dapat dijatuhkan jika Hakim menjatuhkan pidana penjara paling
lama 1 (satu) tahun. Dalam hal penjatuhan pidana bersyarat sebagai alternatif
pidana penjara, hakim mempertimbangkan faktor-faktor perkara yang di
adilinya dari segi yuridis, filosofis,dan sosial yang menyertai perkara tersebut
selain itu hakim juga mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di
dalam persidangan serta Efektifitas dan kemanfaatan dari penjatuhan putusan
pidana bersyarat itu sendiri nantinya dalam suatu perkara. Pemberian maaf
dari pihak korban serta perdamaian antara pihak pelaku dan korban memiliki
pengaruh yang sangat besar kepada majelis hakim dalam menjatuhkan
putusan Pidana Bersyarat dalam suatu perkara.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian maaf pihak korban terhadap
pelaku dalam hukum pidana, walaupun tidak dapat menghilangkan kesalahan

si pelaku atas perbuatan yang telah dilakukannya tetapi pemberian maaf
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tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi seorang hakim dalam menjatuhkan
putusan pidana yang lebih ringan atau pun menjatuhkan alternatif
pemidanaan seperti pidana bersyarat sehingga penjatuhan pidana penjara
yang memiliki dampak yang negatif bagi terdakwa dapat dihindari. Namun
upaya perdamaian antara terdakwa dengan korban hanya merupakan hal-hal
atau keadaan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan kepada
terdakwa dan tidak membebaskan terdakwa dari pertanggung jawaban
pidananya, karena pada prinsipnya dalam perkara pidana tidak dapat di
selesaikan dengan upaya perdamaian. Jika dilihat dari sudut subjek
hukumnya, tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana khusus.
Karena tindak pidana tersebut hanya diberlakukan pada orang — orang yang
hanya berkualitas sebagai dokter atau dokter gigi.

Jaksa penuntut umum seharusnya mengajukan banding atas putusan yang
diberikan oleh hakim karena kasus tersebut dapat meresahkan masyarakat dan
juga dapat menarik perhatian masyarakat, menurut penulis diberikannya
putusan percobaan sangat meringankan terdakwa, bisa saja terdakwa
melakukan hal sama pada pasien yang lain karena tidak ada nya efek jera
yang diberikan.

Selain itu dengan tidak mengajukannya banding jaksa penuntut umum dapat
diberikan sanksi oleh instansi, dengan mengajukan banding jika putusan
hakim tidak sampai dua pertiga dari tuntutan. Apalagi jika kasus yang
dituntut adalah kasus yang menyangkut kepentingan publik. Jaksa penuntut

umum seharusnya mengajukan banding atas putusan yang diberikan oleh
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hakim karena kasus tersebut dapat meresahkan masyarakat dan juga dapat
menarik perhatian masyarakat, menurut penulis diberikannya putusan
percobaan sangat meringankan terdakwa, bisa saja terdakwa melakukan hal
sama pada pasien yang lain karena tidak ada nya efek jera yang diberikan.

Seharusnya jaksa penuntut umum mengajukan banding dengan diberikannya
putusan percobaan tersebut karena tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh
jaksa, jika ada upaya perdamaian, itu hanya menjadi hal yang meringankan

saja bagi terdakwa.
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